


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kekhadirat Allah Swt karena atas berkat rahmat dan hidayahNya Laporan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025 telah disusun sesuai dengan rencana.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan adalah untuk memberikan gambaran hasil kinerja program atau kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD)  Tahun 2016-2026, Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah bentuk penilaian dan evaluasi terhadap pencapaian hasil dan kinerja yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada Tahun 2025 dan menggambarkan capaian Indikator Kinerja Tahunan untuk menilai keberhasilan pencapaian misi, visi dan tujuan yang telah ditetapkan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk pada Tahun 2025 dan juga sebagai bahan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang akan datang.


Akhirnya ucapan terima kasih sampaikan kepada seliruh pihak yang selama ini telah berkoordinasi dan bekerja Sama dengan kami. Tidak lupa kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja yang lebih baik lagi. 

Terima Kasih,

KEPALA DINAS

	Drs. R. N A J M I

	Pembina Utama Madya

	NIP. 19660403 198512 1 001


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan Organisasi Perangkat daerah yang proforsional, efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah.
Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk ( DP3AP2 ) Provinsi Jambi , merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ini memiliki tugas pokok, fungsi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 yang bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, selain itu juga mempunyai tanggung jawan untuk melaksanakan urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa / Kelurahan.
Sebagaimana upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera sebagaimana tujuan serta cita-cita Bangsa dan Negara, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi menerapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas terukur dan legimate sehingga diharapkan penyelenggaraan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good Govermance ) bersih dan bertanggung jawab serta dapat dijadikan pedoman guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi.
Untuk mengetahui perkembangan program dan kegiatan baik yang bersumber dari dana APBD, APBNdan kegiatan rutin yang menyangkut sumber daya manusi (ASN) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, maka diperlukan laporan Tahunan sebagai bahan informasi kepada publik.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Laporan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi disusun dengan maksud memberikan gambaran dan pertanggungjawaban terhadap tugas dan pokok yang dibebankan oleh Gubernur dan sebagai bahan informasi kepada publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Provinsi Jambi.
2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah agar publik mengetahui sejauhmana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dapat melaksanakan tugas pokoknya yang telah dibebankan oleh Pemerintah Daerah.
C. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2084 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapuasan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 165 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286) ;

4. Unda-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah serta tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.

9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan pengendalian penduduk Provinsi Jambi.

BAB II

GAMBARAN UMUM
D. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas adalah sebagai berikut:





A. 



B. 

C. 

D. 
E. 

E. Susunan Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 Sekretariat, 5 Bidang dan 1 UPTD dengan tugas pokok sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk Provinsi Jambi.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, sekretariat mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas.

b. Menyelenggarkan pengelolaan administrasi umum dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

c. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan dinas/Dinas/kantor/lembaga teknis dan Instansi Vertikal lainnya, dan

d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu ;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan Dinas , dengan fungsi :

1). Melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas;

2). Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas;

3). Melaksanakan urusan kehumasan;

4).Penyusunan Instrumen analisis jabatan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;

5). Pelaksanaan Pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;

6). Melaksanakan urusan pengembangan sumber daya pegawai;

7). Melaksanakan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai;

8). Melaksanakan urusan pembinaan jabatan fungisonal;

9). Pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah;

10). Pelaksanaan urusan perjalanan Dinas; dan 

11).Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denganbidang tugasnya.
     b. Sub Bagian Program

1). Melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas;

2). Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas;

3). Melaksanakan urusan kehumasan;

4).Penyusunan Instrumen analisis jabatan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;

5). Pelaksanaan Pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;

6). Melaksanakan urusan pengembangan sumber daya pegawai;

7). Melaksanakan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai;

8). Melaksanakan urusan pembinaan jabatan fungisonal;

9). Pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah;

10). Pelaksanaan urusan perjalanan Dinas; dan 

11).Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denganbidang tugasnya.
     c. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, dengan fungsi :

1). Melaksanakan penyusunan tatalaksana keuangan;

2). Melaksanakan urusan perbendaharaan , gaji, perjalanan dinas Dinas;

3). Melaksanakan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

4). Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;

5). Pelaksanakan penyusunan laporan keuangan; dan

6). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Tugas Pokok :

Membantu Dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dlm pasal 14.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi sosial budaya politik hukum dan pemerintahan;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi perlindungan perempuan sertapengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup permepuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;
c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, social budaya, politik, hukum dan pemerintahan;
d. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan perempuan
e. Penyusunan norma, standar , prosedur dan kriteria di bidang perlindungan perempuan serta pengemvangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuanbidang ekonomi, social budaya, politik, hukum, pemerintahan;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatankelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, social, budaya, politik, hukum dan pemerintahan;
g. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasiliatsi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, social, budaya, hukum dan pemerintahan; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 3 (tiga) Seksi antara lain :

a. Seksi Perlindungan Perempuan

Tugas Pokok :
Membantu bidang Pemberdayaan Perempuan dalam rangka perlindungan perempuan :

Fungsi :

1). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberian perlindungan perempuan;

2).   Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian perlindungan perempuan;

3).  Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberian perlindungan perempuan;

4). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberian perlindungan perempuan;

5). Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian perlindungan perempuan;

6). Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemberian perlindungan perempuan

7).   Penyusunan data perlindungan perempuan;

8). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Tugas Pokok :

Membantu bidang dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya.

Fungsi :

1).Penyispan perumusan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya;

2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya;

3).Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya;

4).Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya;

5). Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi, social dan budaya;

6). Pemberian bimbingan teknis dan supervise di di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya;

7).Penyusunan data di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya;

8). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Seksi Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

Tugas Pokok :

Membantu bidang dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

Fungsi :

1).Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

3).Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelembagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

4).Penyiapan penyusunan no0rma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

5). Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

6).Pemberian bimbingan teknis dan superviie di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

7).Penyusunan data bidang di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

8 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di Bidang perlindungan Anak.
Fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan anak, permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternative anak dan tumbuh kembang anak;

b. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang perlindungan anak, permasalahan social anak dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak;

c. Pelaksanaan pemetaan urusan perlindungan anak

d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan anak, permasalahan social anak, dan pengasuhan alternative anak dan tumbuh kembang anak;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak, permasalahan social anak dan pengasuhan alternative anak  dan tumbuh kembang anak;
f. Pemberian bimbingan teknis, supervise di bidang fasilitasi perlindungan anak, permasalahan social anak dan pengasuhan alternative anak dan tumbuh kembang anak

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terdiri dari 3 (tiga) Seksi antara lain :

a. Seksi Perlindungan Anak

Tugas Pokok :

Membantu bidang Perlindungan Anak dalam rangka perlindungan anak

Fungsi :

1). Penyiapan perumusan kebijakan bidang pemberian perlindungan anak;

2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian perlindungan anak

3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Perlindungan Anak

4). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perlindungan Anak

5). Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberian perlindungan anak

6). Penyusunan data perlindungan anak

7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Seksi Permasalahan Sosial dan pengasuhan alternative Anak

Tugas Pokok :

Membantu bidang Perlindungan Anak dalam permasalahan social anak dan pengasuhan alternative anak

Fungsi :

1). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permasalahan social anak dan pengasuhan alternative anak

2).Pelaksanaan kebijakan di bidang permasalahan social anak dan pengasuhan alternative anak

3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang permasalahan social anak dan pengasuhan alternative anak

4). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang permasalahan social anak dan pengasuhan alternative anak

5). Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di biang permasalahan social anak dan pengasuhan alternative anak

6). Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang permasalahan social anak dan pengasuhan alternative anak

7). Penyusunan data bidang permasalahan social anak dan pengasuhan alternative anak 

8). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Seksi tumbuh Kembang Anak

Tugas Pokok :

Membantu bidang Perlindungan Anak dalam bidang Tumbuh Kembang Anak

Fungsi :

1). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Tumbuh Kembang Anak

2). Pelaksanaan kebijakan di bidang Tumbuh Kembang Anak

3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Tumbuh Kembang Anak

4). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Tumbuh Kembang Anak

5). Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Tumbuh Kembang Anak
6). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Tumbuh Kembang Anak
7). Penyusunan data bidang tumbuh Kembang Anak

8). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

4. Bidang Pemberdayaan Desa / Kelurahan 

Bidang pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan Pemerintahan Desa.

a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset  pemerintahan, kelembagaan desa, kerjasama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa da  kelurahan, pengelolaan keuangan dan asset desa  produk hukum desa , pemilihan kepala desa, kerja sama pemerintahan, kelembagaan desa , kerjasama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan  kelurahan, pengelolaan keuangan dan asset desa  produk hukum desa , pemilihan kepala desa, kerja sama pemerintahan, kelembagaan desa , kerjasama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;

d. Pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa da  kelurahan, pengelolaan keuangan dan asset desa  produk hukum desa , pemilihan kepala desa, kerja sama pemerintahan, kelembagaan desa , kerjasama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;

f.  Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa da  kelurahan, pengelolaan keuangan dan asset desa  produk hukum desa , pemilihan kepala desa, kerja sama pemerintahan, kelembagaan desa , kerjasama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan Desa dan kelurahan mempunyai 3 (tiga) Seksi, diantaranya :

a. Seksi Pemetaan dan Administrasi Pemerintahan Desa serta Kelurahan

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka fasilitasi penataan administrasi pemerintahan desa
Fungsi :

1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan, kode desa, penataan kewenangan desa dan kelurahan 

2). Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa penamaan, kode desa, penataan kewenangan desa dan kelurahan 

3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan

5). Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan

6). Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan

7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
b. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan keuangan serta asset pemerintahan desa

Fungsi :

1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan asset desa dan system informasi keuangan dan asset desa

2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan asset desa dan system informasi keuangan dan asset desa

3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan asset desa dan system informasi keuangan dan asset desa

4). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan asset desa dan system informasi keuangan dan asset desa

5). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan asset desa dan system informasi keuangan dan asset desa

6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Seksi Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Serta kelurahan

Tugas Pokok :
Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kelembagaan dan kerjasama desa dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan

Fungsi :

1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang fasilitasi Badan pemusyawaratan Desa dan musyawarah desa , kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerjasama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.

2). Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi Badan pemusyawaratan Desa dan musyawarah desa , kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerjasama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.

3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi Badan pemusyawaratan Desa dan musyawarah desa , kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerjasama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.

4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi Badan pemusyawaratan Desa dan musyawarah desa , kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerjasama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.

5). Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi Badan pemusyawaratan Desa dan musyawarah desa , kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerjasama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.

6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan social dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
Fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan social dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan

c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan

d.   Pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;

e. Penyusunan prosedur pelaksanaan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan

g. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 3 (tiga) Seksi diantaranya :

a. Seksi Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan usaha ekonomi desa

Fungsi :

1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan social, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan social, serta pengembangan kelembagan BUM desa, pengembangan usaha BUMDesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa.

2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan social, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan social, serta pengembangan kelembagan BUM desa, pengembangan usaha BUMDesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa.

3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan social, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan social, serta pengembangan kelembagan BUM desa, pengembangan usaha BUMDesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa.

4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan social, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan social, serta pengembangan kelembagan BUM desa, pengembangan usaha BUMDesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa.

5). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan social, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan social, serta pengembangan kelembagan BUM desa, pengembangan usaha BUMDesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa.

6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
b. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam , Teknologi Tepat Guna, pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, pembangunan Sarana dan Prasaran desa

Fungsi :

1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritime, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasidesa, telekomunikasi desa

2). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritime, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasidesa, telekomunikasi desa

3). Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritime, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasidesa, telekomunikasi desa

4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritime, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasidesa, telekomunikasi desa

5). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritime, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasidesa, telekomunikasi desa

6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Fungsi :

1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana / prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan

2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana / prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan
3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordiansi di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana / prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan

4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana / prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan

5). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana / prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan

6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
6. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu dinas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

d. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana terdiri dari 3 (tiga) Seksi diantaranya :

a. Seksi Pengelolaan Kependudukan

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi

Fungsi :

1). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk

2). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk

3). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang analisa dampak kependudukan

4).  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Seksi Keluarga Berencana

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi

Fungsi :

1). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis,pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta

2). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta

3). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pelayanan keluarga berencana

4). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Seksi Kesehatan Reproduksi

Tugas Pokok :

Melaksanakn tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi

Fungsi :

1). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang opersional pengaturan dan hak-hak reproduksi

2).   Pemberian dukungan teknis dalam bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi

3). Pengumpulan bahan penyusunan perencanaan operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi

4). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD )
Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional / teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk Provinsi Jambi dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
Untuk melaksanakan tugas UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :

a. Pengordinasian dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA
b. Penyusunan program kerja UPTD PPA

c. Penetapan rencana intervensi dan terminasi pelayanan kasus

d. Pelaksanaan evaluasi  hasil kerja UPTD PPA

e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA
f. Pelaksanaan administrasi UPTD PPA

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

UPTD PPA terdiri dari 1 (satu) Subbag dan 2 (dua) Seksi diantaranya :

a. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok : Mengendalikan dan mengelola tata laksana administrasi, kepegawaian keuangan, aset rumah tangga dan dukungan umum UPTD PPA

Fungsi :

1). Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran
2). Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan

3). Pengelolaan administrasi kepegawaian dan asset

4). Pelaksanaan ketatausahaan dan pengelolaan system data, dokumentasi, pelaporan serta informs layanan

5). Penyiapan dukungan umum pelayanan

6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Seksi Pengaduan

Tugas Pokok :

Membantu melayani penerimaan pengaduan, identifikasi, klasifikasi terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan.

Fungsi :

1). Penerimaan dan pencatatan pengaduan

2). Pengidentifikasian dan kalrifikasi pengaduan

3). Pemantauan dan penjangkauan kasusu kekerasan perempuan dan anak

4). Pelaksanaan pengelolaan kasusu

5). Pengelolaan call center pengaduan

6). Perlindungan korban di penampungan sementara

7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Seksi Tindak Lanjut

Tugas Pokok :

Menyiapkan dan melaksanakan pelayanan terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rencana intervensi yangbtelah ditetapkan oleh Kepala UPTD PPA .
Fungsi :

1). Pelayanan pendamping hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendamping pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya

2). Pelayanan pendampingan korban dalam upaya pemulihan

3). Pelayanan mediasi

4). Penyusunan pelaporan pelayanan dan rencana terminasi 

5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dari atasan sesuai dengan bidang tugasnya

F. Keadaan Pegawai

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidkan

Tabel 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan kualifikasi Pendidikan
	 No
	Pendidikan
	Tahun
	Ket

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	1
	SD
	1
	-
	-
	-
	-
	

	2
	SLTP
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	SLTA/SMK
	11
	11
	9
	8
	5
	

	4
	DI - DIII
	7
	6
	5
	5
	4
	

	5
	DIV-S1
	52
	54
	60
	58
	54
	

	6
	S2
	9
	10
	8
	6
	8
	


2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

	No
	Pangkat/Gol
	Tahun
	Ket

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	1
	IV
	13
	13
	13
	13
	14
	

	2
	III
	6
	6
	64
	59
	54
	

	3
	II
	1
	1
	5
	5
	3
	

	4
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	


3. Jumlah Pejabat struktural
Tabel 3

Jumlah Pejabat Struktural

	No
	Jabatan
	Jumlah
	Keterangan

	1
	Eselon II
	1
	Kadis

	2
	Eselon III
	7
	2 Bidang Kosong

	3
	Eselon IV
	21
	I Orang Pensiun

	4
	Fungsional
	-
	


G. Sarana Dan Prasarana

Tabel 4

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 

Pengendalian Penduduk Tahun 2025
	No
	Nama Barang
	Kondisi
	Jumlah

	
	
	Baik
	Rusak
	

	1
	Sepeda Motor
	12
	1
	13

	2
	Kendaraan Roda Empat
	11
	-
	11

	3
	Meja Kerja Biro Besar
	2
	-
	2

	4
	Meja Kerja Biro sedang
	7
	3
	10

	5
	Meja Rapat
	1
	
	1

	6
	Meja ½ Biro
	12
	3
	15

	7
	Meja pimpinan rapat
	1
	-
	1

	8
	Meja rapat oval
	1
	-
	1

	9
	Meja rapat panjang
	1
	-
	1

	10
	Meja rapat
	1
	-
	1

	11
	Meja balkon
	1
	-
	1

	12
	Meja sudut ruang laktasi
	1
	-
	1

	13
	Meja laktasi
	2
	-
	2

	14
	Kursi biro sedang
	6
	-
	6

	15
	Kursi ½ biro
	7
	-
	7

	16
	Kursi rapat
	8
	2
	10

	17
	Kursi pimpinan rapat
	1
	-
	1

	18
	Kursi biro s. tinggi
	18
	-
	18

	19
	Kursi kerja eselon III
	4
	3
	7

	20
	Kursi kerja Eselon IV
	6
	1
	7

	21
	Komputer Pc
	19
	3
	22

	22
	Laptop
	7
	-
	7

	23
	Kursi Putar
	13
	3
	16

	24
	Kursi lipat
	11
	4
	15

	25
	Kursi tamu
	7
	-
	7

	26
	Kursi tunggu tamu
	2
	-
	2

	27
	Kursi kayu biasa
	4
	4
	8

	28
	Sofa Laktasi
	2
	-
	2

	29
	Kursi Ruang tamu kadis
	1
	-
	1

	30
	Kipas Angin
	10
	4
	14

	31
	SIce Tamu ruang Kadis
	1
	-
	1

	32
	AC 1 PK
	7
	1
	8

	33
	AC 2 PK
	1
	-
	1

	34
	AC Portable
	1
	-
	1

	35
	AC Pendingin Ruangan
	2
	-
	2

	36
	AC Ruangan 
	2
	-
	2

	37
	Dispenser dan Galon
	8
	-
	8

	38
	Dispenser
	1
	-
	1

	39
	Podium
	1
	-
	1

	40
	Lemari besi
	7
	2
	9

	41
	Freezer 
	1
	-
	1

	42
	Lemari Kaca
	4
	1
	5

	43
	Lemari Arsip
	10
	-
	10

	44
	Lemari
	2
	1
	3

	45
	Brankas
	1
	-
	1

	46
	Filling Cabinet
	11
	3
	14

	47
	Laptop
	9
	-
	9

	48
	Speaker Active
	1
	-
	1

	49
	Printer Dot Matrix
	2
	-
	2

	50
	Printer Inkjet Color
	8
	-
	8

	51
	Printer
	14
	1
	15

	52
	Unit UPS
	17
	1
	18

	53
	Zice
	1
	2
	3

	54
	Jam Dinding/Meja
	7
	-
	7

	55
	Hordeng Crey ruang kadis
	1
	-
	1

	56
	Hordeng Biasa Ruang Tunggu dan Ruang Rapat Kadis
	2
	-
	2

	57
	Hordeng Biasa Double R Sekdis
	1
	-
	1

	58
	Hordeng Biasa R. Aula
	1
	-
	1

	59
	Hordeng Biasa R. Lantai 1
	1
	-
	1

	60
	Hordeng Biasa R. Lantai 2
	1
	-
	1

	61
	Tirai Ruang Laktasi
	1
	-
	1

	62
	Karpet Mushalla
	1
	-
	1

	63
	Karpet Ruang Laktasi 
	1
	-
	1

	64
	Sarung kursi Rapat
	1
	-
	1

	65
	Deploy meja rapat
	1
	-
	1

	66
	Mesin Absensi 
	1
	-
	1

	67
	Mesin foto copy 
	1
	-
	1

	68
	Papan Data
	2
	-
	2

	69
	Papan nama ruang laktasi
	1
	-
	1

	70
	Printer scanner
	2
	-
	2

	71
	Note Book
	3
	-
	3

	72
	televisi
	2
	1
	3

	73
	Studio system
	18
	-
	18

	74
	Kamera
	5
	1
	6

	75
	infocus
	2
	-
	2

	76
	Layar proyektor
	1
	-
	1

	77
	thermogun
	2
	-
	2

	78
	Telepon dan Facsimile
	1
	3
	4


H. Program Kerja
 Pada Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, melaksanakan Program / Kegiatan sebagai berikut:
Tabel 5

Program Dan Kegiatan Tahun 2025
	No
	Program / Kegiatan

	
	
	Murni

	1
	2
	3

	I
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	 

	1
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	90.000.000,00

	 
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	90.000.000,00

	 
	 
	 

	2
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah
	10.323.602.833,0

	 
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	10.323.602.833,00

	 
	 
	 

	 
	Admisitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5.000.000,00

	 
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	5.000.000,00

	 
	 
	 

	4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	337.263.351,00

	 
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	18.964.965,00

	 
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	44.139.184,00

	 
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.004.072,00

	 
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	271.155.130,00

	 
	 
	 

	5
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	292.748.125,00

	 
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.167.005,00

	 
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	137.472.880,00

	 
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	153.108.240,00

	 
	 
	 

	6
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	651.579.200,00

	 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	294.220.000,00

	 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	221.359.200,00

	 
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
	136.000.000,00

	 
	 
	 

	II
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	 

	1
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
	80.000.000,00

	 
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
	80.000.000,00

	 
	 
	 

	2
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
	350.000.000,00

	 
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
	350.000.000,00

	 
	 
	 

	III
	Program Perlindungan Perempuan
	 

	1
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	206.068.295,00

	 
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
	206.068.295,00

	 
	 
	 

	2
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
	69.020.000,00

	 
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DAK)
	69.020.000,00

	 
	 
	 

	IV
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	 

	1
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
	80.000.000,00

	 
	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
	80.000.000,00

	 
	 
	 

	V
	Program Perlindungan Khusus Anak
	 

	1
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	101.500.000,00

	 
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi (DAK)
	101.500.000,00

	 
	 
	 

	2
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
	230.140.000,00

	 
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
	230.140.000,00

	 
	 
	 

	VI
	Program Administrasi Pemerintah Desa
	 

	1
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
	205.000.000,00

	 
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
	205.000.000,00

	 
	 
	 

	VII
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat danMasyarakat Hukum Adat
	 

	1
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	1.400.000.000,00

	 
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
	1.400.000.000,00

	 
	 
	 

	VIII
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
	 

	1
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
	75.000.000,00

	 
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan
	75.000.000,00

	 
	 
	 

	IX
	Program Pengendalian Penduduk
	 

	1
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas penduduk
	150.000.000,00

	 
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembanguanan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
	150.000.000,00

	 
	 
	 

	X
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	 

	1
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal
	250.000.000,00

	 
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konslimg Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Reproduksi sesuai Dengan Kearifan Budaya Lokal
	50.000.000,00

	 
	 
	 

	 
	Fasilitasi Kerja Sama Dengan Stakeholder dan Mitra Kerja Dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (DAK)
	200.000.000,00

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	Jumlah
	14.896.921.804,00


I. Sasaran

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan tumbuh kembang anak, dalam rangka meningkatkan keberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa da Kelurahandalam pembangunan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan

4. Meningkatkan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya ketahanan keluarga, agar meningkatnya keseimbangan jumlah penduduk dan kualitas keluarga

J. Strategi
Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program serta kegiatan. Kebijakan merupakan suatu arahan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran da keterpaduan dalaam perwujudan sasaran tujuan serta visi dan misi organisasi perangkat daerah.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan presentase ARG melalui PPRG, penetapan regulasi ARG, penguatan kelembagaan focal point dan pemetaan isu gender di masing-masing OPD Provinsi

2. Mempercepat implementasi operasional kelembagaan PUG melalui advokasi, fasilitasi pembentukan lembaga, bantuan teknis operasional lembaga dan pengembangan forum PUG kabupaten,kota dan provinsi
3. Meningkatkan ketangguhan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO melalui pencegahan kejadian berulang dan peningkatan korban , perlindungan bantuan hukum,pengatan kapasitas P2TP2A, psikiater, pemulihan korban dan reintegrasi social serta peningkatan kapasitas korban

4. Penguatan kelembagaan perlindungan anak, tumbuh kembang anak,permasalahan social dan pengasuhan alternative anak

5. Pandampingan dan fasilitasi kabupaten kota layak anak
6. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa / kelurahan melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang berjenjang

7. Pengatan dan dukungan penngkatan ekonomi masyarakat desa melalui dukungan sarana prasarana dan kemudahan akses terhadap permodalan serta penggalian potensi perekonomian perdesaan

8. Optimalisasi lembaga kemasyarakatan melalui penguatan kelembagaan yang mampu berperan secara aktif serta kompetensi sumber daya masyarakat

9. Peningkatan partisipasi ber KB melalui pengembangan desain program, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dengan memperhatikan kearifan budaya lokal
K. Arah Kebijakan 
Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan ARG dengan focus PPRG pada tiap OPD dan regulasi ARG yang akan diacuk OPD Provinsi, Kabupaten, Kota

2. Akselerasi pembentukan kelembagan dengan focus pada pembentukan Pokja PUG, Forum Data dan Focal Point OPD

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak, permasalahan Sosial dan Pengasuhan Alternatif Anak mnuju Kesejahteraan Anak

4. Penguatan Kabupateb Kota layak Anak dengan focus pada kabupaten kota yang sudah menginisiasi/ menuju kabupaten / kota layak anak
5. Peningkatan aparatur desa dan kelurahan dengan focus pada bintek pengelolaan administrasi desa 

6. Peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan focus pada penguatan kelembagaan dan manajemen pengelolaan BUMDes yang baik

7. Peningkatan kompetensi sumber daya dengan focus pada penguatan kualitas dan kuantitas Tenaga Pendamping Desa

8. Peningkatan kesadaran dalam ber-KB dengan focus pada dan edukasi (KIE) pasangan usia suburada komunikasi, informasi

	
	BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025
A. Realisasi Keuangan dan Fisik
1. Realisasi Keuangan dan Fisik APBD Tahun 2025
        Pagu APBD Murni Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Rp. 14.821.921.804,- yang terdiri dari (Belanja Tidak langsung Rp. 10.323.602.833,- dan Belanja langsung Rp. 4.469.184.480,-)

Sehubungan dengan adanya Efisiensi Anggaran dalam Provinsi Jambi Akibat defisit anggaran, Pemerintah Provinsi Jambi memerintahkan semua Perangkat Daerah untuk melakukan rasionalisasi terhadap anggaran yang ada. Dan hasil perubahan anggaran dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi berkurang anggaran menjadi Rp. 11.569.229.579,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 8.602.275.407,- dan Belanja Langsung Rp. 2.966.954.172,- 

Realisasi fisik dan penyerapan dana pada Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :




Realisasi Keuangan dan Fisik APBD Tahun 2025

	NO
	NAMA KEGIATAN
	ANGGARAN
	ANGGARAN (SETELAH EFISIENSI)
	ANGGARAN PERUBAHAN
	REALISASI ANGGARAN
	SISA ANGGARAN Rp.

	
	
	
	
	 
	 KEUANGAN
	FISIK(%)
	

	
	
	Rp.
	Rp.
	RP.
	Rp.
	%
	REAL
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	90.000.000,00
	60.383.849,00
	60.383.849,00
	60.363.785,00
	99,97
	100,00
	20.064,00

	 
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	90.000.000,00
	60.383.849,00
	60.383.849,00
	60.363.785,00
	99,97
	100,00
	20.064,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah
	10.323.602.833,00
	10.323.602.833,00
	10.323.602.833,00
	8.602.275.407,00
	83,33
	100,00
	1.721.327.426,00

	 
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	10.323.602.833,00
	10.323.602.833,00
	10.323.602.833,00
	8.602.275.407,00
	83,33
	100,00
	1.721.327.426,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Admisitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5.000.000,00
	2.000.000,00
	2.000.000,00
	1.980.000,00
	99,00
	100,00
	20.000,00

	 
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	5.000.000,00
	2.000.000,00
	2.000.000,00
	1.980.000,00
	99,00
	100,00
	20.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Administrasi Umum Perangkat Daerah
	337.263.351,00
	146.889.664,00
	146.889.664,00
	131.992.426,00
	89,86
	100,00
	14.897.238,00

	 
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	18.964.965,00
	7.585.986,00
	7.585.986,00
	7.519.399,00
	99,12
	100,00
	66.587,00

	 
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	44.139.184,00
	17.655.673,00
	17.655.673,00
	17.506.398,00
	99,15
	100,00
	149.275,00

	 
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.004.072,00
	1.201.628,00
	1.201.628,00
	1.100.000,00
	91,54
	100,00
	101.628,00

	 
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	271.155.130,00
	120.446.377,00
	120.446.377,00
	105.866.629,00
	87,90
	100,00
	14.579.748,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	292.748.125,00
	269.959.390,00
	269.959.390,00
	255.658.705,00
	94,70
	100,00
	14.300.685,00

	 
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.167.005,00
	566.802,00
	566.802,00
	466.749,00
	82,35
	100,00
	100.053,00

	 
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	137.472.880,00
	125.766.892,00
	125.766.892,00
	112.241.536,00
	89,25
	100,00
	13.525.356,00

	 
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	153.108.240,00
	143.625.696,00
	143.625.696,00
	142.950.420,00
	99,53
	100,00
	675.276,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	651.579.200,00
	269.789.200,00
	269.789.200,00
	259.313.150,00
	96,12
	100,00
	10.476.050,00

	 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	294.220.000,00
	124.258.000,00
	124.258.000,00
	122.952.250,00
	98,95
	100,00
	1.305.750,00

	 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	221.359.200,00
	135.427.200,00
	135.427.200,00
	126.290.900,00
	93,25
	100,00
	9.136.300,00

	 
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
	136.000.000,00
	10.104.000,00
	10.104.000,00
	10.070.000,00
	99,66
	100,00
	34.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
	80.000.000,00
	39.597.500,00
	39.597.500,00
	39.083.600,00
	98,70
	100,00
	513.900,00

	 
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
	80.000.000,00
	39.597.500,00
	39.597.500,00
	39.083.600,00
	98,70
	100,00
	513.900,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
	350.000.000,00
	230.542.284,00
	230.542.284,00
	212.124.000,00
	92,01
	100,00
	18.418.284,00

	 
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
	350.000.000,00
	230.542.284,00
	230.542.284,00
	212.124.000,00
	92,01
	100,00
	18.418.284,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Program Perlindungan Perempuan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	206.068.295,00
	179.139.348,00
	179.139.348,00
	172.539.400,00
	96,32
	100,00
	6.599.948,00

	 
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
	206.068.295,00
	179.139.348,00
	179.139.348,00
	172.539.400,00
	96,32
	100,00
	6.599.948,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
	69.020.000,00
	69.020.000,00
	69.020.000,00
	69.020.000,00
	100,00
	100,00
	0,00

	 
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DAK)
	69.020.000,00
	69.020.000,00
	69.020.000,00
	69.020.000,00
	100,00
	100,00
	0,00

	IV
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
	80.000.000,00
	32.422.500,00
	32.422.500,00
	32.208.300,00
	99,34
	100,00
	214.200,00

	 
	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
	80.000.000,00
	32.422.500,00
	32.422.500,00
	32.208.300,00
	99,34
	100,00
	214.200,00

	V
	Program Perlindungan Khusus Anak
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	101.500.000,00
	101.500.000,00
	101.500.000,00
	77.778.000,00
	76,63
	100,00
	23.722.000,00

	 
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi  (DAK)
	101.500.000,00
	101.500.000,00
	101.500.000,00
	77.778.000,00
	76,63
	100,00
	23.722.000,00

	2
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
	230.140.000,00
	230.140.000,00
	230.140.000,00
	222.275.000,00
	96,58
	100,00
	7.865.000,00

	 
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
	230.140.000,00
	230.140.000,00
	230.140.000,00
	222.275.000,00
	96,58
	100,00
	7.865.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Program Administrasi Pemerintah Desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
	205.000.000,00
	93.552.100,00
	93.552.100,00
	93.552.100,00
	100,00
	100,00
	0,00

	 
	Fasilitasi  Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 
	205.000.000,00
	93.552.100,00
	93.552.100,00
	93.552.100,00
	100,00
	100,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat danMasyarakat Hukum Adat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	1.400.000.000,00
	705.689.491,00
	936.889.491,00
	915.286.046,00
	97,69
	100,00
	21.603.445,00

	 
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
	1.400.000.000,00
	705.689.491,00
	936.889.491,00
	915.286.046,00
	97,69
	100,00
	21.603.445,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
	75.000.000,00
	36.914.000,00
	36.914.000,00
	36.913.900,00
	100,00
	100,00
	100,00

	 
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan
	75.000.000,00
	36.914.000,00
	36.914.000,00
	36.913.900,00
	100,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	Program Pengendalian Penduduk
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pemaduan  dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah  Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas penduduk
	150.000.000,00
	74.400.760,00
	124.400.760,00
	123.342.760,00
	99,15
	100,00
	1.058.000,00

	 
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembanguanan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
	150.000.000,00
	74.400.760,00
	124.400.760,00
	123.342.760,00
	99,15
	100,00
	1.058.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	X
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal
	250.000.000,00
	214.513.000,00
	264.513.000,00
	263.523.000,00
	99,63
	100,00
	990.000,00

	 
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konslimg Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Reproduksi sesuai Dengan Kearifan Budaya Lokal 
	50.000.000,00
	14.513.000,00
	64.513.000,00
	63.663.000,00
	98,68
	100,00
	850.000,00

	 
	Fasilitasi Kerja Sama Dengan Stakeholder dan Mitra Kerja Dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (DAK)
	200.000.000,00
	200.000.000,00
	200.000.000,00
	199.860.000,00
	99,93
	100,00
	140.000,00

	 
	Jumlah
	14.821.921.804,00
	13.080.055.919,00
	13.411.255.919,00
	11.569.229.579,00
	86,27
	100,00
	1.842.026.340,00


	
	B. Permasalahan dan Saran

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut :
1. Kurang optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan

2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya sarana dan prasarana

3. Tidak semua program kegiatan yang sudah direncanakan tudak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
Solusi untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman kepada penanggungjawab program tentang pentingnya ketersediaan data

2. Mengoptimalkan fungsi instrumen untuk menilai kinerja program / kegiatan yang implementatif

3.  Menyusun kembali perencanaan terhadap program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2025

	
	

	
	


	
	BAB IV

PENUTUP
Sebagai bagian penutup dari laporan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjababaran dari visi, misi Gubernur, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan . Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien, yang merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya control dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikian Laporan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk provinsi Jambi ini dibuat, semoga menjadikan barometer untuk kita dalam pelaksanakan kegiatan yang akan datang, Terima kasih

Jambi,          Januari 2026
KEPALA DINAS,

Drs. R. N A J M I

Pembina Utama Madya

NIP. 19660403 198512 1 001



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


PROVINSI JAMBI











DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 





LAPORAN TAHUNAN


2025





KEPALA DINAS





SEKRETARIS





KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL





SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN





SUB BAGIAN KEUANGAN





SUB BAGIAN PROGRAM





BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN





BIDANG PERLINDUNGAN ANAK





BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA





BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN





SEKSI PERLINDUNGAN ANAK





SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN





SEKSI PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN





SEKSI PEMBINAAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DSESA





SEKSI PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SERTA KELURAHAN





SEKSI PENDATAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM, TEKNOLOGI TEPAT GUNA, PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA





SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA, KEUANGAN DAN ASSET PEMERINTAHAN DESA





SEKSI KELUARGA BERENCANA





SEKSI PERMASALAHAN SOSIAL ANAK DAN PENGASUHAN ALTERNATIF ANAK





SEKSI PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANGV EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA





SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN





SEKSI KESEHATAN REPRODUKSI





SEKSI KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA DESA DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA KELURAHAN





SEKSI TUMBUH KEMBANG ANAK





SEKSI PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG POLITIK, HUKUM DAN PEMERINTAHAN





UPTD








3

